BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINS] KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGHKA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat -

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGEA SELATAN,

babhwa untuk melbksanakan ketentoan Pasal 3200 avar [1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah schagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang MNomor | Tabun 2026 tentang
Penyesuaian Pulana, Kepala Daermmh menyampaikan Rancangan
Peraturan Dacrah tentang Pertanggungjapwaban  Pelaksanasn
Angearan Pendapatan dan  Belanja Daernh  kepada Dewan
Perwakilan Rakyal Dacrah berupa Laporan Keuangan Deerah
vang lelah diperiksa oleh Badan Pemerlksa Kewangan paling
lambat & [enam] bulan =etelah tahun anggaran berakhle, perla
menetapkan Peraturan Daérah 1entang Pertang@gunglawaban
Pelaksanaan Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Angraran 2025;
1. Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Republik Indanésaa
Tahun 1945;




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19E5 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan [Lembaran Negara Republik [Indonesia
Tahun [9AS MNemor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Momor  33132), schagaimana  telah
diubah dengan Undang-Undang Memoer 12 Tahun 1904
tentang Perubahan atas Undang-Undang Momer 12 Tahun
985 tertang Pajak Bumi dan Bangunan [Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 1994 Nomeor 62,
Tambahan Lembaran MWegara Republik Indonesia Nognar
AL,

Undang-Undang Nomes 21 Tahun 1937 tentang Bea
Perpdchan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun %67 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesin Nomor
A688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Momor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peselehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan ([Lembaran MNegara Republik
Indonesla Tahun 2000 NMomor 130, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 35848);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dan Korupsi,
Kolusi, dan Nepstisme — (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Hegara Republik Indonesia Normaor 38351,

Undang-Undang MNomor 27 Tahun 2000 entRng
Pembentukan Provinsi  Kepulaian Bangha  Belitung
[Lembaran Megara Republik Indenesia Tahkun 2000 Namaor
217, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
MNomar 4033);

Undang-Undang Nomar 5 Tahun 2003 tentang
PFembeniukan Kabupaten Bangka Selatan, Rabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten
Belitung Timur 4i Provinsi Kepulouan Bangka Belitumg
iLembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negnma Republik Indonesia Namor
A58




10k

L1.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negars Republik [Indonesia
Nomar 4280|;

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 3004  tentang
Perbendaharpan  Megorn  [Lembaran  Negara Republik
Indomesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomar 433535];

Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2004 entang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Megara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomar 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namar 4400,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan MNasional |Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang MNomar 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintaban Daerah  [Lembaran  Megara  Republik
Indonesia Tahun 2014 MNomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonessa Nommor 5587, sebagammann telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahusn 2026 temang Penyesuaian  Pidana
jLembaran Negara Republik  Indonesin  Tahun 2026,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Momor
T153);

Undang:-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuanngan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Momor 4, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indanesia
Momor ST57T);




13

15,

T,

17,

Peraturan Pemerintah MNomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran
Megara HRepublik  Indonessa Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502|, sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang  Perubahan
Atas Pecaturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomos
s34,

Peraturan Pemeérintah MNomor 8 Tahun 2006 wentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja [nstansi Pemerintah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
di1d];

Peraturan Pemerntah Nomor T1 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi  Pemerintaban  (Lembaran  Negara
Republik Indonesin Tohun 2010 Nomor 133, Tambahan
Lembamn Negara Republik Indonesia Namar 5165,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012 wentang Hibah
Drerah [Lembaran Negara Repulbsdlik Indonesia Tahun 2012
Momor 5, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Meomeaor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentansg
Fembinman dan Pengawmsan PenyelenB@araan
Femerintihan  Daesrah Lembaran  Megara Republik
Indoneska Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indenesla Nomor G041



18,

19,

20.

21.

A |

23,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratil Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daernh (Lembaran Negars Republik
indonesia Tahwun 2017 Nomer 106, Tambahan Lembaran
Megara Republik [ndonesia Nomor 6057), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratil
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor
BEAT]L

Peraturan  Pemexintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Felayanan Minimal (Lembaran Negara Fepublik
Indoneaka Tahum 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahura 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Repulblik Tndonesta Namar 6322

Peraturan Pemerintah MNomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuwan Umurm Pajak Daerah dan Retribusi Daersh
[Lembaran Negara Republik Indenesla Tahun 2022 Nomor
BS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
GEEL]:

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20023 tentang
Pengelolsan Transfer ke Doerah [Lembaran Negara Republik
Indomesia Tahum 2023 Nomor [0E, Tambahan LembBaran
Negara Republik Indomesia Nomor 688.1);

Pergiuran Pemerintah Nomor | Tahun 2034  tentang
Harmanisnsi Kebipakan Fiskal Mesional (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2024 HNomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 650645,
Peraturan Menten Dalam Negerl Momor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertnnggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanjs Deerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Dasrah Tentang Penjabaran Pertanggungjewaban
Felabksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20107 Nomor 450);




29,

27,

48,

9.

30,

Menerapkan FERATURAN

Peraturan Menterl Dalam Megeri Nomar 77 Tahun 2000
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
|Berita Megara Republik [ndonesia Tabun 2020 Nomor
IT&L)

FPeraturan Daszrah  Nomor 17 Tahun 2016  tentang
Pernbentukan Organisasi Perangkat Daernh  Kabupaten
Bangka Sclatan |[Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Lplmtan Tahun 2016 Homer 17, sthagaimana telah
beberapa kall diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketign atos
Peraturan Daerah MNomor 17 Tahun 2006  ientang
Pembentukan Organisasi Perangkat Deerah  Kabupaten
Bangka Sclatan (Lembaran Dasrah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2025 Momor 6

Peraturan Daermh  Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pengelalann  Keuwangan Daerah  [Lembaran  Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomaor 4);
Peraturan Dmerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2025
|[Lembaran Daernh Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024
Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomar 4 Tahun 2025 tentang Perubahan
Angparan Pendepatan dan Belanja Dagrah Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Daersh Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2025 Noamor 4);

Peraturan  Bupati Nomor 689 Tahun 2025 tentang
Kekbijakan Akuntansk Pemerintah  Daerabh Kabupsaten
Bangka Selatan [Berith Daernh Kabupaten Bangka 3elatan
Tahun 2025 Namar 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGHEA SELATAN
dar
BLUPATI BANGEKA SELATAN

MEMUTUSKAN :
DAERAH TENTAMG PERTANGGUNGIAWABAMN

PELAKSAMAAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025,




BAE 1
KETENTUAN UBLUM
Pasal ]

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

L.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

Pomerintahan Dasrah  adalah  penyelcnggaraan  urasan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah menurut asas otonomi dan wuges pembantuarn
dengan prinsip ctonomi seluas-luasnya  dalam  sistemn darn
prinsip Megara Kesatusn Republik Indoneska sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negarm Republik
Indonessa Tahun 1945,

Pemerintah Damerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangha
Selatan

Dewan Persakilan Rakyal Daerah yang selanjuinya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka Selatan

Sekretaris Dasrabh  adalah  Sekretaris Daermbh  Kabupaten
Bangka Selatan.

Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah yang ss=lanjutnya
disingkat APBD adalah  rencana  keuangan  tahunan
Pemerintahan Daerah vang ditahas dan disetujul bersama
cleh Pemerintah Daerah dan DFRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Laporan Kewangan adalah laporan yang berisi informasi
keruangan kabupaten Bangka Selatan,

Laporan Reolicaol Angegnroan wang eelanjutnya dicingkat LEA
adalah laporan  vang menvajikan  informasi  realisasi
perdapatan-LRA, belanja, wansfer, surplus/defisit-LEA,
pembiayaan, dan sisa lebih/RKurang pemlnayaan AngEaran,
vang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam =atu penode pelaporan.

Laporan Perubahan SHalde Anggaran Letnh adalah Laporan
yang menvajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo
Angparan  Lebih  tahun  pelaporan dibandingkan  tahun
sebelumnya.




14,

i1,

12.

134

4.

15.

6.

I7.

Neraca adalah laporan yang menyajikan  mformasi  posisi
kfuanEan swans entinss I'.I-l.'-|l=l|'.l'E|T-F||'| T|'||'-|'|El=|'|-ﬂ:i a=et, ULy dan

ckuitas dana pada 1anggal erienmna,
Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar

sumber daya ekonomi yang menambah ekuoitas  dan
penggunaannya yang dikelola aleh pemerintah daesrah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu pericde
pelaporan.

Laporan Arus Kas vang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyvajikan mformasi mengenai sumber,
pengEunasn, perubaban kas dan selara kas selama satg
perinde  pkuncansi, serth saklo Kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah menyvajikan informasi
kenaikan  atau  penurunan ekuitas  tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

Catatan atas Laporan Keuangan yang sclanguinyva disingkat
CalK adalah laporan vang menvajikan informas tentang
penjelasan atau daflar terincl atau analisies atas nilal suatu
pos yang disajikan dalam Meraca, LRA, LAK, LO, LPE dan
LPSAL dalam ranghkea pengungkapan yang memadai.
Pendapatan adalah semua pencrimasn Rekening Kas Umum
Dmerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun angegaran yang bersanghkutan yang menjadi hak
Pemenntoh Daernb dan tdak perlu dibayar kembali aleh
Pemenntah Daerah.

Belanj adalah semua pengeluaran dar Relening Kas Umurn
Daerah yang mengurangi Salde Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pembiayann Dasrah adalah semus penerimasn vang perlu
dibayar kembali dan/atan pengeluaran vang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikwinya,




[————— T EE—_—

18. Aset adalah sumber dava ekoneml yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah dacrah schagai akibat dan peristiva
ma=a lah dan dari mana manfaal ekonemi dan/atau sesial &
masa depan diharmpkan dagat diperaleh, baik aleh Pernerintah
Dasrah maupun masyarakat sema dapat divkur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non keuangan Yang diperiukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakatl umum dan sumber-
sumber daya yang dipelibara karena alasan ssjorah dan
budaya.

19. Kewajiban adalah utang vang timbul dari peristiva masa lalu

yvang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi Pernerintah Daerah.

M. Ekuitas adalah kekayaan bersih Perenntah Dasrah yang
merupakan selislh antars aset dan kewajiban Pemerintah
Drserah.

HABR I
LAPORAN KEUANGAN
Pasal 2

Pertanggungawaban pelaksanman APBD  berupa laparan

keuanpan memuat ketentuan sebagai berikout :

a. laporan reslsas ANEEArn,
laporan perubahan saldo anggaran lebih;

L 1 FaCE,

d. laporan operasional (LO¥;

¢, laporan arus kas (LAK);

[ laporan perubahan ekuitas [LPE]; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3
Laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf &, Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut

A, pendapatan Rp.  B42.594,084.130,57
b.  belanja Bp.  £40.000.00] 789,00
surplus /defisit K. 2,303,992 341,57

¢. pembiaynan
1. penerimaan 2005617 547,10
0,00
2.005.617 547,19

4.%09 609 928,76

2. pengeluaran

pemblayaan netio
Sisa Lelnh Pembiayaan Anggaran
[2iLPA]

FEF 4



Pasal 4
Uralan laporan realisasi anggamn sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a sebagai berikur :
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 33422 2549336 dengan rincian sebagai berikut :
l. anggaran pendapatan setelah Ep. 476.316.319.623,93

perubahan
2. realisa= Ep 42 594 04 | 35T
Selisih lebih) [kurang) Kp 33.4F2.235 493,36

b, aclisih  anggaran  dengan pealisasl belania  sejumilah
Ep. 37.739.671.775,12 dengan rincsEan sebagal berkat

1. anggaran belanja sewelah Rp. 878.329.763.504,12
perubahan

2. realisosi Ep. 240 550,00 | TES,00
sefisih kebinf (kurangh 4] AT TR AT1.7TS.12

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit ssjumlak
(Rp. 4.317.430.28],76) dengan rincian sebagai bBerikiil

. surplus/delsit setelah IBp. 2.01.3.443.940,19]
perubahan

2. realisansi REp. 23003 99 34 | 57
Selizih lebih (kurang) R, 4.317.436.281,76]

d. =elisin anggaran dengan realisas] penerimaan  pembdayaan

sejumlak Ep, 7820353 00 dengan fincian sebapal Derikur
|. AAERAFAT Peaermaan Ry 2.013.443.940,19

pemblaysan seiclah

2. perabmhan A a T 7 5
reali=ass
=¢|wih letdh |Kurang] Fp T.820, 353,08

#. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayann
sejumlash RBp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

l. angepran pengelunran Rp. 0,00
pembiayaan sotelah perubahan
2. rTealisns= Ep. B+ N 1 [ ]

Belisih lebih f(kurnng) Ep. 0,00




. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan nete sejumbah
Rp. T.826_353,00 dengan rinckan sebagai benkut:

1. anggaran pembiayaan neto Fp. 2.013.443.940,19
setelah perubahon
2. realisasi Bi. 2008617 587,19
Salizih lebih/ (kurang) Rp. T.826.353 00
Pasal 5

Laporan Perubahan Baldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 hurul b per 31 Desember Tahun 2025 sebagni berikout:
a,  saldo anggaran ek awal Rp. 2.013.443.940,19
b, pengEusaan SAL sehagal

Penerimaan Pembiayaan Tahun

Berjalan Bp. 2005617587 19
b toral Rp T e 5T 00
Silpa Lebih) Kurang Pemblayaan  Rp, 4,300,609 928,76
Anpgaran [S1ILPA S SIKPA]
e, sk tatal 31T .43 201,70
f.  koreks| kesalahan tahun lala (Fp 7,820,353,
g saldo anggaran lebih akhir Rp. 4,309,609, 938 76
Pragnl &

Meraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurel ¢, per 31
Desember Tahun 202% sehagal berikut ;

m.  jumlah aset Rp. 1.991,208.116.914,6%

b jumlsh kewsjiban 713.953,08

c.  jumlah ekuitas Rp. 1,900,330, 382,561 61
Pasal 7

Laparan Operasmicnal (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huraf d, per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut

a.  jumbah pendapatan |LO) Rp. 901.915.379.511,24

B jumbah beban (LO) Bp. 892 &6 674 705 04

c.  surplus/defisit dari aperasi Ry 9.053.704,.712,20

d.  surplus/defisic dar kegiatan non [Rp 551.907 683,00
Bperasional

e surplus/defsit scbelum pos luar [Rp. B.501.797.029,20)
biasa

f.  pos haar biass [Rp. TOOLX02,000,00)

g surplus/defisit LO IRp. T 801 405 03, 20)



Pasal 8
Laporan Arus Kas [LAK| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf &, per 21 Des=mber Tahun 2035 sebagal beriloat -
m. saldo kos owal per 1 Januari 2025  Ep. 94 866.776,42
b. mrus kas dar aktivitas operas Rp, 5244326267857
o.  arus kas dari aktivitas investasi (RBp.  50.046,67507 1,000

aset non Keuangan

d. arus kas dari aktivitas pembiavaan Rp. 0,00
e, arus kKas dari aknivicas non Rp. 0,00
ARNERATET
f. arus kas di bendahara BLUD Rp. 888 893939 17
& arus kas di bendahara dans Rp. 31.832 647 40
kapitasi [JKN]
h. arus kas di bendahara dana BOSF  Ep, 6,071,004 00
i. arus kas Dana BOK Ep. 836,925,658 00
j.  sakde kas akhir per 31 Descember
225 Rp. 4, 334 608,881 .76
Paaal @

Laporan Perubahan Ekuitas [LPE] scbapaimans dimaksoad dalam
Pasal 2 huruf f, per 31 Desember Tahun 2025 achagai berikut

a. ekuiias pwal Ep. 1,894,996, 18541093

b.  surplus/defisi Ep. T.BOL.405.07%,20

e, koreksi nilai persediaan Rp. 9.1 TR.21B.500,00

d  Lain - laim (K. 1.645.425.97T8,52)

e. ehkuitas pkhir Rp. 1.910.330.362.961,61]
Pasal 10

Catatan atas Lagoran Keuangan schagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf g Tahun Anggaran 2025 memual informosi baik secarn
kuantitatif maupun kualitatil atas pes-pos laporan Keuangan,

Pasal 11

Rincian  Pertanggungawaban pelaksanaan  APBD  sebapgaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran vang merupakarn

biagian tidak terpisahkan dar Peraturan Dacrah ind, yang terdic

clir:




m. Lampiran | . Laparan Realisasi Anggaran [LRA] terdiri atas;

Lampiran 1.1  : Ringkasan LEA menuret urusan Pemerntahan
Daerah dan oeganisasi;

Lampiran .2 : Ringkasan AFBD vang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan
pembéayaan;

Lampiran [.3  : Rincian APBD menurul urasan pemeriniahan
dacrah, organisasi, progeam, kegiatan, sub

3 kegintan, kelompok, dan jenis pendapatan,
| belanja, dan pembayaan,

Lampiran [.4 - Rekapitulasi realisasi belanja seenusil urisan
pemerintahan  daerah, organieass, program,
kegintan dan sub kegiatan;

b. Lampiran I : Laporan Perubahan Balde Anggaran Lebih;
.  Lampiramn I : Laporan Operasional;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e,  Lampiran V : Meraca;

f. Lampiran VI i Laporan Arus Kas;

B. Lampiran VII : Cataltan atas Laporan Keuangan,

h. Lampiran VII1 : Dafar Rekapitulasi Fiutang Daecah;

i Lampiran IX  : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;

j- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana  Bergulir  dan |
Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran X1 ¢ Dalar Penvertaan Modal ([mvestasi)

Pemerintah Daernh;

.  Lampiran X1l : Dafltar Rekapitulasi realisasi penambahan dan '
prngurangan aset ietap daerah;

m. Lampiran XIII : Dalar Rekapitulasi aset tetap;

n.  Lampran X1V : Daltar Rokapitulasi  konstruksi  dalam
pekerjpan;

¢  Lampiran XY  :© Daftar Bekapitulas aset lminnya;

p. Lampiran XV¥1 : Daftar deana cedangan daerah;

4. Lampiran VIl : Daftar kewnjiban jangka pendelk;

r. Lampiran XV : Daftar kewajiban jangka Panjang;

8. Lampiran XIX : Daftar sub kegintan yang belum diselesaikan
sampai  akhir tahun  anggaran 23235 dan
dianggarkan kembali dalam 1ahun anggaran I

! berikutnya; dan

1




L. Lampiran XX [khtisar laporan keusngan badan usaha mibik
daerah perusahan daerah;

Pasal 12
Bupati menetaphkan  Peraturan  Bupati tentang  Penjabacan
pertanggunginwaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahkun Anggaran 2025 sebagai rincian bebibh  lanjut dars
pertanpggungiawaban pelaksansan APBD Tahun Anggaran 4025,

BAB (11
KETENTUAN PENUTLIP
Pasal 13
Feraturan Daesrah ind mulad berlaky pada tangeal divmdangkan.
fpar setlap orang mengetnhuinyn, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Daerah ind dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah
Kalbupabzn Hangka Seloion.

Critstaplcan di Talkssali
pada tanggal &F September 2026

H-ubh'grf.ﬂ.'ﬂmu SELATAN,
] --.I L 'l

Divindangkan 45 Tobeali I
pada tanggal %2 September 2026

SEKRETARIS DAERAH

WMHUM SELATAN,

LEMBARAN DAERAH KABLUFATEN BANGEA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR

ROMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGRKA SELATAN PROVINSI
KEFULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR (32772006




